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KEPUTT'SAfr BUPATI ITALMAHERA BANAT
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TBNTANG

PEI,IMPAIIAIT KEKTTASAAII PDIYGTLCILAAN HEUASGAI{ DAERAH DARI BUPATI
SELAXU KEPALA DAERAH I{TPADA KEPAI,A PEBAIUGKAT DAERAH
DI TINGNUNGAIT PEMERffTAII KABUPATEIT HAI,MA}IERA BARAT

Menimbang : a.

SEBAGAI PEJABA? PEMEGATYG KEWEI{ATTGAN
SELAKU PENG(}U}TA AITGGARAIT

TAITUfr AIIIGGARAIT ?.0.?,6

BUPATI HALMAHTRA BARAT,

trahwa untuk kelancaral Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A26, maka
berdasarkan Pasal 4 ayat {3) dan ayat (4) huruf c Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Perafirran Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun
2A2A tentang Pedoman Teknis Pengelotraan Keuangan Daerah,
Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaaa
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan dimaksud kepada Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
sebagai Pejabat Pemegang Ker,venangan Selaku Pengguna
Anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah;

bahrva berdasarkan perlimbangan setragairnana dirnaksud huruf
a2 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan
Kekuasaan Pengelolaan Keualgan Daerah dari Bupati Selaku
Kepatra Daerah kepada KepaIa Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pernerintah Kabupaten Halmahera Barat Setragai Pejabat
Pemegang Ker,venangan Seiaku Pengguna Anggaran Tahun
Anggaran 2426.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapau
lJndang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah*rlaerah Swatantra Tingkat II Dalam lirilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
Undanyundang Nomor 46 Tahun Lq99 tentang Pembentukan
Prcvinsi Mal.uku Utara, Kalrupaten Buru dan Kabupaten lVlaluku
Tenggara Barat, Sebagaimana Teiah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000;
Undang-undalg Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukaa
Katrupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Katrupaten Kepuiauan Suia, Katrupaten Ha-lmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1"

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaafl

Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang Pemerintahan

Daerah;
Undang-undang Nomor I Tahun 20'22 teatang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2A23 tentang Aparatur Sipil
Negara;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perirnbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ALg tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

ll"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:un 2A2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2A21 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat. Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah l{ornor 2 Tahun 2A23 tentang Ferutrahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daera.h Kabupaten Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Bara.t l{omor Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hatrmahera Barat Tahun Anggaran 2O26;

16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2A25 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari
Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Selaku Pengguna
Anggaran Tahun Anggaran 2426.

KEDUA : Felirnpahan sehagairnana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala
Perangkat Daerati bertugas :

a. Menyusun RKA-SKPD;
b. Menyusun DPA-SKPD;
c. Melakukan tindakal yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban Anggaran Belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d. Melaksana"kan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah bagi Perangkat

Daerah yang mempunyai wewenang melaksanakan fungsi
tersebut;

g. Mengadakan ikatan/pedanjian kerjasama dengan Pihak lain
dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;

h. Menandatangani SPM;
i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawah

SKPD yang dipirnpinnya;
j. Menyusun dan menyampaikan iaporal keuangan SKPD yang

dipimpinnya;
k. Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
m. Menetapkan pejabat iainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.
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Pelimpahan setragaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala
Perangkat Daerah diberi wewenang untuk:
a. Menandatangarri dokumen perrnintaan pengesahan

pendapatan dan beianja atas penerimaan dan pengeluara-tr
daerah sesuai ketentuan peratura.n perundang-undangan;

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
{NPHD};

c" Menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
d. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnva

dalam rangka pengeiolaan keuangan daerair; daa
e. Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaal dan Pembantu

Bendahara Pengeluaran.

Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalarn
Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun ZArc tentang Pengeiolaan Keuangar
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta?ran
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
ketentuan Ferundang-undangan lainnya.

Pelimpahan sebagaimana maksud Diktum Kesatu para Kepala
Perangkat Daerah bertanggungjawatr penuh atas Pengelolaan
Keuangan pada Perangkat Daerah yang dipilnpinnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-unciangan y6ng berlaku.

Keputusan ini mulai trerlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

BUPATI

femlusan : disampaikan kepatla YIh;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaal Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4- Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5" Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutal untuk diketahui dan seperlunya.
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